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Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan 
PT Bumi Sarana Utama  
 
 
Analysis Implied of Deferred Tax Accounting on The Financial Statement of 




Muh. Nur Azis 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi 
pajak tangguhan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Utama. 
Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive comparative. Penelitian berupa 
studi kasus pada PT Bumi Sarana Utama. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada 
laporan keuangan tahun 2009, sesuai dengan PSAK No. 46, berdasarkan perhitungan 
tersebut maka didapatkan saldo kewajiban pajak tangguhan Rp. 32.759.520. pada tahun 
2010, penerapan akuntansi pajak tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan tidak 
sesuai dengan PSAK No. 46. Oleh karena itu harus dilakukan suatu jurnal penyesuaian 
untuk akun pajak tangguhan. 
 
 
Kata kunci: PSAK No. 46, Akuntansi Pajak Penghasilan, Pajak Tangguhan 
 
 
The purpose of research is to figure and analiysis to implied of deferred tax accounting 
as PT Bumi Sarana Utama of financial statement. The research method is use 
descriptive comparative. Which is case study research at PT Bumi Sarana Utama. Data 
that used by writer are secondary data, which are financial statement PT Bumi Sarana 
Utama 2009 and 2010. The results showed that the company has applied the accounting 
for income tax on its financial statements in 2009 appropriate with PSAK No. 46, based 
on it then deffered tax liabilities balance is Rp. 32.759.520. in 2010, deffered tax’s apply 
by PT Bumi Sarana Utama was not appropriate with PSAK No. 46. Then, adjustment 
journal have to do in deffered tax account. 
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 BAB I 
        PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Akuntansi pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan Nomor 46. Secara umum, PSAK No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki 
kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 
merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. 
Kerena merupakan standar, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan 
keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi 
perusahaan yang belum listing. PSAK No. 46 juga mengatur tentang akuntansi 
pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif 
merupakan pendekatan aktiva kewajiban (asset-liability approach) atau berorientasi 
pada neraca (balance sheet oriented). 
Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan 
beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak 
dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan permanen dan 
perbedaan temporer, sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi 
fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah 
penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 46 tentang 
Akuntansi Pajak Penghasilan diharapakan dapat menjembatani antara peraturan 
perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No.46 mengatur pengakuan, 








PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan   
perpajakan  untuk  membayar  dan  melaporkan  pajak,  namun  juga 
menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal 
ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca 
laporan keuangan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, 
tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. 
Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi 
sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Hal 
inilah yang disebut dengan pajak tangguhan. 
Adapun tujuan ditetapkan PSAK No. 46 yaitu mengatur perlakuan untuk 
akuntansi pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak 
pada periode berjalan dan periode mendatang yang berkaitan dengan perbedaan 
temporer agar dilakukan pengakuan terhadap “future tax effects” yang timbul 
sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa lain yang telah diakui dalam laporan 
keuangan dan  pengakuan kewajiban pajak tangguhan serta aktiva pajak 
tangguhan, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan 
pengungkapan informasi yang relevan. 
PT Bumi Sarana Utama adalah perusahaan yang tidak dikecualikan dalam 
penerapan PSAK secara keseluruhan. PSAK No. 46 mengenai pajak tangguhan 
juga wajib diterapkan perusahaan ini agar dapat dinilai wajar dalam pelaporan 
keuangannya. Berdasarkan data laporan keuangan audited perusahaan, diketahui 
bahwa perusahaan ini telah efektif menerapkan Standar Akuntansi Pajak 
Tangguhan sejak 2007. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan mengambil topik 
:”Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada Laporan Keuangan PT 







1.2. Rumusan Masalah 
1) Mengetahui penerapan akuntansi pajak tangguhan pada laporan keuangan PT 
Bumi Sarana Utama. 
2) Membandingkan penerapan akuntansi pajak tangguhan pada laporan keuangan 
PT Bumi Sarana Utama dengan PSAK 46.   
 
1.3. Batasan Masalah 
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah menggunakan laporan keuangan PT 
Bumi Sarana Utama dari tahun 2009-2010 yang berkaitan dengan Akuntansi Pajak 
Tangguhan. Selain itu penelitian ini hanya dibatasi pada pos-pos dalam laporan 
keuangan yang mungkin akan menjadi penyebab terjadinya penambahan ataupun 
pengurangan Dasar Pengenaan Pajak di masa yang akan datang. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah 
dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu 
1) Mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi pajak tangguhan pada 
laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Utama. 
2) Membandingkan penerapannya dengan standar yang berlaku. 
 
1.5. Kegunaan Penelitian 
Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka manfaat yang 
dapat dicapai adalah : 
1. Bagi Penulis 
Sebagai bahan perbandingan praktis antara teori yang diperoleh di bangku 
kuliah dengan praktek penyelenggaraan di lapangan juga untuk menambah 







2. Bagi perusahaan 
Diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat membantu perusahaan sebagai bahan  
masukan  ataupun  usulan  kepada  pihak  manajemen  perusahaan  tentang  
pentingnya penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan. 
3. Bagi pihak luar 
Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan 
PSAK No. 46 dan pengaruhnya pada laporan keuangan pada suatu perusahaan 
dan juga sebagai referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang akan 
melakukan penelitian mengenai topik yang sama. 
 
1.6. Sistematika Pembahasan 
Dalam penelitian ini, penyajian dan pembahasan diuraikan dalam lima 
bab dengan sistematika pembahasan dan aturan-aturannya untuk memudahkan 
pembaca agar lebih mudah mengerti dan memahami penelitian ini. Adapun 
gambaran sistematika pembahasan secara garis besar adalah:  
BAB I : Pendahuluan 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang pelaksanaan penelitian 
ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serta sistematika pembahasan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar dan konsep-konsep 
yang secara teoritis berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yang 
mliputi konsep laporan keuangan, akuntansi komersial dan akuntansi 
fiskal, koreksi fiskal, pajak penghasilan, dan tinjauan standar yang 








BAB III : Metode Penelitian 
Bab ini berisi tentang metode penelitian, objek penelitian, variabel 
penelitian, dan teknik analisis data. 
BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan 
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan 
tempat penelitian akan dilakukan. Pada bab ini juga akan di uraikan 
mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis. 
BAB V :  Kesimpulan dan Saran 
Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis serta saran-saran 
























2.1 Laporan Keuangan 
 
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 
Akuntansi merupakan suatu system informasi yang memberikan keterangan 
mengenai data ekonomi untuk pengembilan keputusan bagi siapa saja yang 
membutuhkannya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam 
ikhtisar dalam laporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009), laporan keuangan 
adalah suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 
entitas. 
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil repleksi dari sekian banyak 
transaksi uang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan financial 
dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara yang tepat dalam satuan  uang dan 
kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan keuangan itu sendiri 
bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 
dan arus kas entitas yang bemanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
dalam pembuatan keputusan investasi. 
Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2002:63), dalam buku Analisis 
Laporan keuangan, Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi 
informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti 
industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai 
prospek dan risiko perusahaan. 
Lain halnya pengertian laporan keuangan menurut Sofyan S. Harahap 
(2006:105), dalam buku Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, laporan keuangan 




perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Secara singkat dijelaskan 
pula oleh Darsono dan Ashari (2005:4) bahwa laporan keuangan adalah hasil dari 
proses akuntansi yang disebut siklus akuntansi. 
Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pengertian laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan, 
yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 
tahun buku yang bersangkutan. 
2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan 
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat 
karakteristik yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Relevan (SAK No.1). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 
yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 
mereka di masa lalu. Informasi yang relevan, yaitu: 
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  
c. Tepat waktu 
d. Lengkap 
2. Andal (SAK No.1). Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 





potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 
a. Penyajian jujur 
b. Dapat diverifikasi (verifiability) 
c. Netralitas 
3. Dapat Dibandingkan (SAK No.1). Informasi yang termuat dalam laporan keuangan 
akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila 
entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 
entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada 
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan 
pada periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat Dipahami (SAK No.1). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan 
operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 
informasi yang dimaksud. 
2.2  Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 
Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan 
informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan 
suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alterntif yang tersedia, sedangkan 
akuntansi fiskal adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan 





Pengertian pembukuan dalam undang-undang perpajakan sedikit berbeda  
dengan pengertian pembukuan menurut akuntansi. Menurut Gunadi (2001:9), 
“pembukuan (book keeping) adalah pencatatan data perusahaan dengan teknik tertentu 
dan mengolahnya sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan”. Sedangkan 
pasal 1 (29) KUP: 
“Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut”. 
Menurut Pardiat (2007:1), tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk 
menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan UU-Perpajakan dan peraturan 
pelaksanaannya, yaitu: 
a) Peraturan Pemerintah (PP) 
b) Keputusan Presidan (KEPRES) 
c) Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan 
d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak, atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
e) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 
f) Keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Banding dari 
Pengadilan Pajak, hanya untuk WP yang bersangkutan. 
 
Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sama 
halnya dengan membicarakan masalah akuntansi fiskal, karena akuntansi fiskal 
umumnya menyangkut masalah kapan suatu penghasilan diakui sebagai pengurangan 
dari penghasilan tersebut. Masalah ini sesungguhnya tergantung kepada tahun pajak 
atau tahun buku tahun wajib pajak (pembayar pajak), metode akuntansi yang 
digunakannya serta konsep yang menjadi pedomannya. 
Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan 
fiskal disebabkan karenaperbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam 





standard akuntansi keuangan. Menurut Waluyo (2000:45), perbedaan antara akuntansi 
komersial dengan akuntansi fiskal antara lain: 
a. Dasar penyusunan 
Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah standard akuntansi 
keuangan, sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan fiskal adalah 
standard akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang 
perpajakan yang berlaku. 
 
b. Konsep 
Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari: 
1. Dasar akrual (accrual basis) 
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan 
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar atau dicatat dalam 
catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode 
bersangkutan. 
 
2. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (proper 
matching cost and revenue) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban 
atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari 
transaksi atau peristiwa lain yang sama. 
 
3. Konservatif (conservative) 
Konservatif yaitu konsep hati-hati, mungkin rugi yang di taksir sudah diakui 
sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir 
tahun atau dengan membuat adjustment, contoh: penyisihan kerugian 
piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, 
penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan 
nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok 
dan harga pasar mana yang lebih rendah, kerugian piutang (metode 
langsung dan metode penyisihan). 
 
4. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar 
dalam penilaian laporan keuangan komersial. 
Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari: 
a) Akrual Stelsel (stelsel accrual) 
Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, 
walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya 
dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya 
tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya: pengeluaran untuk 
suatu pembayaran dimuka. 
b) Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (proper matching 
taxable income and deductible expense) sesuai dengan prinsip 3M 
(mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, beban (expense) 
yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (taxable income) 
adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (match 
and link). Dalam suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu pihak lainnya 
akan membukukan sebagai beban. 
c) Konservatif tidak digunakan. 
d) Materialistis digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar 
dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank 








Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, 
mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan 
kekayaan danlaporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen. 
Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya 
pajak ynag terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus. 
 
d. Akibat penyimpangan 
Akibat penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya: 
pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang 
buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan 
kreditor, investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat penyimpangan 
dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di bidang 
perpajakan antara lain: sanksi administrasi yang berupa denda, bunga atau 
kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau penjara. 
 
Menurut Gunadi (2001: 201-202), Perbedaan Laporan keuangan Komersial 
dengan Laporan keuangan Fiskal disebabkan antara lain: 
1. Perbedaan apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan 
dan praktek akuntansi. 
 
2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya link and 
match, antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma 
perhitungan, pemajakan dengan metode basis bruto atau netto. 
 
3. Pemberian relif atau keringanan yang lainnya, misalnya laba rugi pelaporan 
aktiva atau penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang 
penanaman, dan penyusutan dipercepat. 
 
4. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian mancanegara atau harta 
yang tidak dipakai dalam usaha. 
 
Bila kita tinjau kembali maka sebenarnya perbedaan laporan keuangan kemersial 
dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada: 
1) Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan 
Konsep penghasilan (income) menurut IAI (2011:13), adalah “Kenaikan manfaat 
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 
aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 
berasal dari kontribusi penanaman modal”. 
Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbedadengan konsep akuntansi, 
yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik 





menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut 
fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan 
UU Pajak Penghasilan Tahun 2008, yaitu: 
a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan 
b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final 
c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan 
2) Perbedaan Konsep Beban (Biaya) 
Beban (expense) menurut IAI (2011:13), diartikan sebagai “Penurunan manfaat 
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya 
aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 
menyangkut pembagian kepada penanam modal”. 
Sisi Fiskal sendiri, mengartikan Beban sebagai biaya untuk menagih, 
memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung 
dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering 
berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh 
atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan 
sebagai pengurangan penghasilan. 
3) Perbedaan dalam konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan 
Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan 
terutama menyangkut konsep penyusutan penilaian persediaan barang dagangan. 
a) Konsep Penyusutan 
Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah 
penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi 
menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur 








Menurut IAI (2011:13), Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu: 
1. Metode Garis Lurus (straight line method), yaitu menghasilkan pembebanan 
yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah. 
 
2. Metode Saldo Menurun (diminishing balance method), yaitu menghasilkan 
pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset. 
 
3. Metode Jumlah Unit (sum of the unit method), yaitu menghasilkan pembebanan 
yang menurun selama umur manfaat asset. 
 
 
b) Konsep Nilai Persediaan 
Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian 
persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan (cost) 
yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan metode mendahulukan 
persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan  first in first out (FIFO). 
Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten. 
2.3 Koreksi Fiskal 
Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib 
pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib 
pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan 
kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan 
penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Koreksi 
fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan 
koreksi negatif. 
a) Koreksi Fiskal Positif 
Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan 
meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan 
Terhutangnya juga akan meningkat. 
b) Koreksi fiskal Negatif 





menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan 
menurun. 
Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut 
Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi 
Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara. Perlakuan 
akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan 
keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, dan pengaruh perbedaan tersebut 
terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dari jumlah laba 
usaha. 
Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu: 
1. Beda Tetap 
Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapat yang akan menambah laba 
kena pajak, dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena 
pajak. 
Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena 
pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba 
kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan 
tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada 
beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari 
kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). 
2. Beda Waktu/Beda Sementara 
Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat 
pengakuan (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban 
(pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana 
pihak Ditjend Pajak menggunakan metode Garis Lurus (Straight Line Method) 





oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. 
Prakiraan umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut member kontribusi atas 
perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang digunakan antara 
akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini 
disebut dengan Beda Waktu. 
 
2.4 Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, 
perusahaan atau badan hokum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, 
proporsional, atau regresif. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak 
penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya 
pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 sebelum 
masehi. 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991. Undang-Undang Nomor 10 
tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan 
yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan. Diana, Anastasia (2009:163), 
menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan 
dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak 
yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak 
(WP).  
2.4.1   Subjek Pajak Penghasilan 
Subjek pajak diartikan sebagai pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk 





dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian 
subjek pajak  meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk 
usaha tetap. 
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan 
adalah sebagai berikut :  
1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun 
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
2. Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang 
sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka 
pendapatan itu dikenakan pajak. 
3. Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah; dan  
d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. 
e. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang 
tidak bertempat tingal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan 








2.4.2  Objek Pajak Penghasilan 
Undang-Undang pajak penghasilan menganut prinsip pemajakan atas 
penghasilan dalam pengertian luas atau basis luas (broad base), yaitu pajak dkenakan 
atas setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun 
asalnya yang digunakan untuk komsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. 
Dengan demikian, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan walaupun 
menyebutkan jenis peghasilan tidak bersifat limitatif dan tidak memperhatikan adanya 
penghasilan dari dan sumber tertentu, tapi menekankan adanya tambahan kemampuan 
ekonomi. Dengan memperhatikan tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak 
(WP), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Penghasilan dai usaha dan kegiatan 
2. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, 
penghasilan dari praktek doctor, akuntan, pengacara, dan lain-lain. 
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti 
bunga, difiden, royalty, sewa, keuntugan penjualan harta atau hak yang tidak 
digunakan untuk usaha dan lain-lain. 
4. Penghasiln lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain-lain (Waluyo, 
2008:177). 
Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan juga digambarkan yang 
termasuk dalam kategori penghasilan: 
1.  Penggatian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 
diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 
uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang ini terhadap semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan 






dalam bentuk lainnya, termasuk dalam pengertian penghasilan sebagai objek Pajak 
Penghasilan. Imbalan dalam bentuk natura pada hakikatnya termasuk pengahsilan. 
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, atau penghargaan. Hadiah dima ksudkan 
termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian 
tabungan, hadiah dari pertandngan olahraga dan lain-lain. Penghargaan itu sendiri 
adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, seperti 
imbalan yang diterima seseorng karna menemukan benda purbakala. 
3. Laba usaha. Penghasilan yang bersumber dari usaha dikategorikan sebagai laba 
usaha (business profit). 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: 
a. Keuntungan (selisih antara nilai pasar dan harta yang diserahkan dengan nilai 
bukunya) karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya sebagai pengganti sahan atau penyertaan modal. Wajib pajak yang 
memperoleh keuntungan atas pengalihan hartanya kepada pemegang 
sahamnya, maka keuntungan sebagai objek pajak penghasilan dan harga jual 
yang dipakai sebagai dasar menghitung keuntungan adalah harga pasar. 
b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena 
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota. 
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengambil alihan usaha,  atau reorganisasi dengan nama dan 
dalam bentuk apapun.  
d. Keuntungan keran pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 
kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 
satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 





sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 
penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.  
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 
perusahaan pertambangan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 
pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6. Bunga termasuk remi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 
Premi ini terjadi apabila obligasi dijual diatas nilai nominal, sedangkan diskonto 
terjadi apabila surat obligasi dibei dibawah nilai nominalnya (agio saham). Premi 
tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto 
merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. 
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dividen merupakan bagian laba 
yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau pembagian sisa 
hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.  
8. Royalti. Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri atas tiga kelompok, yaitu 
imbalan sumbangan dengan penggunaan : 
a. Hak atas harta tidak berwujud, misalnya hak penulis, paten, merek dagang, 
formula, atau rahasia perusahaan. 
b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu 
pengetahuan. 
c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun 
mungkin belum dipatenkan. Cirri dari informasi yang dimaksud adalah bahwa 
informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan 






9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam 
pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan 
dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak, harta tak gerak, 
misalnya sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan berupa pembayaran 
berkala, misalnya tunjangan seumut hidup yang dibayar secara berulang-ulang 
dalam waktu tertentu.  
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan karena selisih kurs 
dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan pemerintah 
dibidang moneter. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset (revaluasi) aset.  
14. Premi asuransi. Dalam premi asuransi ini termasuk juga premi reasuransi. Iuran 
yang diterima atau diperoleh perkumpulan dan anggotanya yang terdiri atas Wajib 
Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
15. Tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belu dikenakan 
pajak.  
16. Pengahsilan dari usaha berbasis syariah. 
17. Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan . 
18. Surplus Bank Indonesia. 
Untuk menentukan kapan peghasilan diterima atau diperoleh, ketentuan 
perundang-undangan perpajakan mewajibkan Wajib Pajak melakukannnya sesuai 
dengan metode pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak itu sendiri, apakah 





pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat 
diterima. Kedua metode ini, dalam hal tertentu akan menimbulkan perbedaan 
waktu/beda waktu antara enghasilan dan beban yang diakui untuk tujuan pelaporan 
keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan.  
2.4.3  Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan  
Setiap Wajib Pajak badan dalam satu tahu berjalan akan melunasi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dalam dua bentuk : 
1. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 Tahunan (PPh Pasal 25 Tahunan). 
2. Pembayaran pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang 
bersifat final sebagaimana yang diaksud dalam pasal empat (dua) Undang-Undang 
Pajak Penghasilan, yaitu : 
a. Penghasilan berupa bungan deposito dan tabungan lainnya, bungan obligasi dan 
surat utang Negara, dan bungan simpanan yang dibayarkan koperasi kepada 
anggota koperasi orang pribadi; 
b. Penghasilan berupa hadiah undian; 
c. Pengahsilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 
diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 
perusahaan modal ventura; 
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 
bangunan, dan 
e. Penghasilan tertentu lainnya. 
Untuk PPh Pasal 25 Tahunan, dilunasi dalam tiga cara, yaitu: 





2. Pelunasan melalui pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 
yang bersifat tidak final. 
3. Pelunasan melalui PPh Pasal 29. 
 
2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan 
Tahun 1998 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar 
akuntansi Keuangan No. 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi pajak penghasilan. PSAK 
46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah yang timbul adalah 
bagaimana pengakuan pengaruh pajak pada periode berjalan dan periode mendatang 
terhadap transaksi yang telah diakui dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan 
(SPT) serta kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan. Penerapan PSAK 46 ini 
diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan 
akuntansi. Menurut Jusuf Halim (2001) tujuan penerapan PSAK 46 ini adalah untuk 
mengarur (a) pengakuan terhadap future tax effect yang timbul sebagai akibat adanya 
transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT, (b) 
pengakuan terhadap future tax effect dari kompensasi kerugian fiskal yang belum 
digunakan, dan (c) penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan 
pengungkapan informasi yang relevan. (Estralita Trisnawati, 2004:182). 
 
 
2.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46 
Tujuan PSAK No. 46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak 
penghasilan dan bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada 
periode berjalan dan mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: 
1. Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui 
pada laporan posisi keuangan entitas. 
2. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada 





Selain itu, PSAK No. 46 juga bertujuan untuk mengatur pengakuan aktifa pajak 
tangguhan yang berasal dari sisi rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, 
penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi 
yang berhubungan dengan pajak penghasilan. 
Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut (Keliat, Margaretha,2004): 
1. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan 
kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak 
penghasilan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena pajak 
penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan peraturan perundangan 
perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan 
sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan 
yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu, tidak terdapat 
perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak 
tangguhan. 
2. Mencakup pembatalan paragraph 77, PSAK No. 16 yang menyatakan “apabila 
perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih 
perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung (yang dihitung menurut 
laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan 
beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak 
penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aktiva lain-lain dan 
dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang”. 
Pada PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan 
terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari 
istilah-istilah tersebut 






2. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (taxable profit) atu rugi pajak (tax loss) 
adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan 
perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. 
3. Beban Pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah 
agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang 
diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. 
4. Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau 
penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 
temporer dan sisa kompensasi kerugian. 
5. Pajak Kini (current tax) adalh jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas 
penghasilan kena pajak pada satu periode. 
6. Kewajiban Pajak Tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak 
penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya 
perbedaan temporer kena pajak. 
7. Aktiva Pajak Tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan 
terpulihkan (recoverable)pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 
temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. 
8. Perbedaan Temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah 
tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa: 
a) Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan 
suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada 
saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi; 
atau 
b) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang 
menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba 
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai 






Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya 
aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh Wajib Pajak 
dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. 
Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak 
tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat 









2.5.2 Pengakuan dalam PSAK No. 46 
Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya 
perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan 
perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. 
Istilah dasar pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar 
pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah 
nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban 
Standar Akuntansi Keuangan. 
Defenisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangan, untuk tujuan fiskal 
terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima 
perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat 
ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah 
sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat 
kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan. 
 
2.5.2.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini 
Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban pajak 
kini. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode 
sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka 






2.5.2.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan 
Aktiva pajak tanggungan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada 
periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh 
dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI 2009). Aktiva pajak tangguhan diakui 
untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar 
kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan 
datang, kecuali yang timbul dari : 
1) Goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari penggabungan 
usaha, 
2) Pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi 
penggabungan usaha dan tidak berpengaru pada laba komersial dan laba fiskal. 
Aktiva pajak yang ditangguhkan (deffered tax asset) adalah konsekuensi pajak 
yang ditangguhkan akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. 
Dengan kata lain, aktiva pajak yang ditangguhkan menunjukkan kenaikan pajak yang 
dapat diminta kembali (atau dihemat) di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari 
perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang terdapat pada akhir tahun berjalan. 
Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Hunt Co. menanggung kerugian serta 
kewajiban terkait sebesar $50.000 dalam tahun 2009 untuk tujuan pelaporan keuangan 
karena adanya penundaan perkara pengadilan. Jumlah ini tidak dapat dikurangkan 
untuk tujuan pajak sampai periode kewajiban itu dibayar, yang diperkirakan hingga 
tahun 2010. Akibatnya, akan timbul suatu jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun 
2010 ketika kewajiban itu (Estimasi Kewajiban Perkara) diselesaikan, sehingga laba 
kena pajak melebihi lebih rendah dari pada laba keuangan sebelum pajak. Perhitungan 
aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2002 (dengan mengasumsikan tarif 








Dasar pembukuan untuk kewajiban perkara             $50.000 
Dasar pajak untuk kewajiban perkara         -0- 
Perbedaan sementara kumulatif pada akhir tahun 2009   50.000 
Tarif pajak             25% 
Aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2009           $12.500 
 
Manfaat Pajak yang Ditangguhkan 
Manfaat pajak yang ditangguhkan berasal dari kenaikan aktiva pajak yang 
ditangguhkan sejak awal sampai akhir periode akuntansi. Manfaat pajak yang 
ditangguhkan adalah komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Jadi, total beban 
pajak penghasilan sebesar $80.000 dalam laporan laba rugi tahun 2009 terdiri atas dua 
unsur, beban pajak tahun berjalan sebesar $92.500 dan manfaat pajak yang 
ditangguhkan sebesar $12.500. Untuk Hunt Co., ayat jurnal berikut dibuat pada akhir 
tahun 2009 untuk mencatat beban pajak penghasilan, pajak penghasilan yang 
ditangguhkan, dan hutang pajak penghasilan. 
Beban Pajak Penghasilan     80.000   
Aktiva Pajak yang Ditangguhkan    12.500 
 Hutang Pajak Penghasilan             92.500 
 
 
Pada akhir tahun 2010 (tahun kedua) perbedaan antara nilai buku dan dasar 
pajak untuk kewajiban perkara ini adalah nol. Oleh karena itu, tidak ada aktiva pajak 
yang ditangguhkan pada tanggal ini. Dengan mengasumsikan bahwa hutang pajak 
penghasilan untuk tahun 2010 adalah $140.000, perhitungan beban pajak penghasilan 
untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut 
 
Aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2010         $     -0- 
Aktiva pajak yang ditangguhkan pada awal tahun 2010             12.500 
Beban (manfaat) pajak yang ditangguhkan untuk tahun 2010            12.500 
Beban pajak berjalan untuk tahun 2010             140.000 








Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
Beban Pajak Penghasilan     152.500 
 Aktiva Pajak yang Ditangguhkan         12.500 
 Hutang Pajak penghasilan      140.000 
 
Total beban pajak penghasilan sebesar $152.500 dalam laporan laba rugi tahun 2010 
terdiri atas dua unsur, beban pajak tahun berjalan sebesar $140.000 dan beban pajak 
yang ditangguhkan sebesar $12.500. 
Akun Aktiva Pajak yang Ditangguhkan akan tampak sebagai berikut pada akhir tahun 
2010: 
 
Aktiva Pajak yang Ditangguhkan  
  2009   12.500  2010   12.500  
   
 
Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang 
untuk periode mendatang sebagai akibat adana perbedaan temporer kena pajak, kecuali 
yang timbul dari : 
1. Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. 
2. Pengakuan awal aktiva atau kewjiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi 
penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal. 
2.5.2.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi 
Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan 
apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai 
untuk dikompensasi. Namun perlu diketahi, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia 
dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal 






2.5.2.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan 
 
Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau bebabn pada 
laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari 
(IAI 2009) : 
a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada 
periode yang dama atau periode yang berbeda, atau 
b. Penggabungan usaha secara substansi adalah akuisisi. 
Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke 
ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yan langsung dikreditkan 
atau dibebankan ke ekuitas. 
Adapun pengertian dari pajak tangguhan itu sendiri adalah merupakan dampak 
PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) 
antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat 
dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam 
suatu periode tertentu. 
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan, 
dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu 
perusahan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki  
potensi hutang pjak yang lebih besar di masa datang. Atau sebalik nya, bisa saja 
perusahaan membayar pajak lebih besar saa ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi 
hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang 
tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja 
menyesatkan pembacanya. 
Misalnya pada PT. JAK adalah perusahaan kontraktor. Untuk laporan komersial, 
JAK menggunakan metode “persentase penyelesaian” dimana pendapatan diakui 





menerima pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00 dari total kontrak senilai Rp 
200.000.000,00 yang rencananya akan rampung di 2014. Sedangkan untuk laporan 
fiskal, JAK menggunakan metode “penyelesaian kontrak” dimana pendapatan baru akan 
diakui sekaligus ketika seluruh pembayaran diterima (saat proyek rampung di 2014). 
Akibatnya di 2013 terjadi perbedaan pengakuan pendapatan. Perbedaan pengakuan 
pendapatan ini mengakibatkan perbedaan pengakuan “Laba Kena Pajak” yang otomatis 
juga akan mengakibatkan perbedaan pengakuan “Kewajiban Pajak Penghasilan” (Utang 
PPh) baik di masa kini maupun yang akan datang. 
 
2.5.3 Penelahaan Metode Aktiva-Kewajiban 
FASB berkeyakinan bahwa metode aktifa-kewajiban (kadang-kadang disebut 
sebagai pendekatan kewajiban) adalah metode yang paling konsisten dalam akuntansi 
untuk pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini adalah mengakui jumlah 
hutang pajak atau yang dapat diminta kembali selama tahun berjalan. Tujuan yang 
kedua adalah mengakui kewajiban dan aktiva pajak yang ditangguhkan untuk 
konsekuensi pajak di masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan 
keuangan atau SPT pajak. 
Untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini, prinsip-prinsip dasar berikut akan 
diterapkan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan pada tanggal laporan keuangan: 
a. Kewajiban atau aktiva pajak lancar diakui sebesar estimasi hutang pajak atau yang 
dapat diminta kembali dalam SPT pajak tahun berjalan. 
b. Kewajiban atau aktiva pajak yang ditangguhkan diakui sebesar estimasi pengaruh 






c. Pengukuran kewajiban serta aktiva pajak lancar yang ditangguhkan didasarkan 
pada ketentuan dalam undang-undang pajak yang ditetapkan; pengaruh perubahan 
undang-undang atau tarif pajak di masa depan tidak diantisipasi. 
d. Pengukuran aktiva pajak yang ditangguhkan dikurangi, jika perlu, sebesar jumlah 
setiap manfaat pajak yang, berdasarkan bukti yang ada, tidak diharapkan akan 
direalisasi. 
2.5.4 Penyajian Perkiraan-Perkiraan Menurut PSAK No. 46 
a.   Aktiva Pajak dan Kewajian Pajak 
Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban 
lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus 
dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan 
keuangan, aktiva dan kewajiban lancer disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban 
tidak lancer maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidk boleh disajikan sebaai 
aktiva (kewajiban) lancer. 
b.   Saling Menghapuskan (offset) 
PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengeni aktiva pajak tangguhan boleh 
atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam 
penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus 
dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus 
disajikan pada neraca. 
Beban Pajak 
Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari 
aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. 
Pajak Penghasilan Final 
Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak 





aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak 
penghasilanfinal, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan 
menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak 
penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak 
kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Penghasilan Final Dibayar Dimuka 
dan Pajak Penghasilan Final yang Masih harus dibayar. Perkiraan pajak penghasilan 
final yang masih harus dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka 
disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. 
 
2.5.5  Pengungkapan dalam PSAK No. 46 
Hal-hal berikut ini harus diungkapkan : 
a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak 
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang 
langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. 
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada  
periode berjalan. 
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (pengasilan) pajak dan laba akuntansi 
dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) rekonsiliasi antara beban 
(penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tariff pajak  
yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tariff pajak yang berlaku; 
atau (ii) rekonsiliasi antara tariff pajak efektif rata-rata (average effective tax rate) dan 
tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tariff pajak yang 
berlaku. 
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan 





f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh 
dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidk 
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca. 
g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk stiap kelompok rugi yang 
dapat dikompensasi ke tahun berikut : (i) jumlah aktiva dan kewajiban pajak 
tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii) jumlah beban 
(penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah 
tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan 
yag diakui pada neraca. 
h. Untuk operasi yang tidak dilanjtkan, beban pajak yang berasal dari : (i) keuntungan 
atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) laba atau rugi dari aktivitas normal 
operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah 
periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. 
2.5.6  Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan 
Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara megalihkan beda 
waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau 
kewajiban dilunasi. Biasanya, tarif yang digunakan adalah tarif PPh tertinggi yaitu 30%, 
walaupun tariff sebenarnya bersifat progresif. 
Apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak 
penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara yang sama, yaitu tariff efektif rata-
rata, jika asumsinya 30%, maka 30% dikalikan dengan saldo rugi yang terjadi. 
Secara umum prosedur perhitungan pajak tangguhan dijabarkan dalam 5 poin 
(Keiso:105) 
a. Identifikasi (1) jenis dan jumlah perbedaan sementara yang ada serta (2) sifat 
dan jumlah setiap jenis kerugian operasi serta keringanan pajak yang 
dikompensasi ke depan dan sisa jangka waktu periode kompensasi ke depan 
tersebut. 
 
b. Ukur total kewajiban pajak yang ditangguhkan untuk perbedaan sementara 





c. Ukur total aktiva pajak yang ditangguhkan untuk pertbedaan sementara yang 
dapat dikurangkan dan kompensasi kerugian operasi ke depan dengan 
menggunakan tarif pajak yang berlaku. 
 
d. Ukur aktiva pajak yang ditangguhkan untuk setiap jenis kompensasi 
keringanan pajak ke depan. 
 
e. Kurangi aktiva pajak yang ditangguhkan dengan suatu penyisihan penilaian 
jika, berdasarkan kekuatan bukti yang ada, lebih mungkin dari pada tidak 
bahwa sebagian atau seluruh aktiva pajak yang ditangguhkan itu tidak akan 
terealisasi. Penyisihan penilaian ini harus cukup untuk menurunkan aktiva 




























3.1  Tempat Penelitian 
Penelitian akan dilakukan pada PT. Bumi sarana Utama yang terletak di Jalan 
Sam Ratulangi, Wisma Kalla, Makassar. 
3.2  Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Kualitatif 
Data kualitatif yaitu semua data yang sifatnya informasi atau keterangan berupa 
penjelasan-penjelasan mengenai koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dalam 
menyusun laporan keuangan fiskal. 
2. Data Kuantitatif 
Data kuantitatif yaitu semua data yang sifatnya angka-angka atau dapat dihitung, 
yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dan koreksi fiskal. 
Sedangkan data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan sumber data, 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu semua data (berupa keterangan dan angka-angka) yang diperoleh 
melalui observasi dan wawancara. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu semua data yang diperoleh melalui data-data keuangan yang 
berhubungan dengan penelitian. 
3.3  Metode Pengumpulan Data 







Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian  
secara langsung terhadap objek penelitian melalui: 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 
terhadap kegiatan di lapangan untukmemahami kegiatan yang sesungguhnya 
terjadi. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 
kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staff yang mengetahui 
objek pembahasan. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa 
buku bacaan atau literature yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian. 
3. Mengakses Website dan Situs-situs terkait 
Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan 
masalah tersebut. 
 
3.4  Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
analisis deskriptif comparative, yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan 
akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian pajak tangguhan dan membandingkan 
laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai 
pajak tangguhan pada PT. Bumi Sarana Utama. 
Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis sesuai dengan tujuan 
penelitian, yaitu : 
a. Menganalisis laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal untuk diketahui 





b. Menganalisis akun-akun neraca yang menunjukkan perbedaan pengakuan 
penghasilan dan/atau beban menurut peraturan perpajakan dengan perusahaan. 
c. Menganalisis penyebab timbulnya aktiva dan/ atau kewajiban pajak tangguhan. 
d. Membandiingkan pengakuan aktiva dan/atau kewajiban pajak tangguhan yang 






























4.1 Analisis Prosedur Penerapan PSAK No. 46 
Untuk menerapkan PSAK No. 46, perusahaan seharusnya mengakui seluruh 
konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Tanggung jawab 
pengakuan konsekuensi pajak dapat dilakukan dengan menghitung dan mengakui 
adanya pajak tangguhan (deferred tax) atas “future tax effects” dengan menggunakan 
“balance sheet liability method” atau “asset/liability method”.  
PT Bumi Sarana Utama telah menerapkan standar akuntansi mengenai 
akuntansi pajak penghasilan. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam 
mengakui konsekuensi perhitungan pajak adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan 
peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan 
peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan terhadap pengakuan 
pendapatan maupun beban. 
2. Menghitung beban pajak kini sesuai dengan hasil laba fiskal yang didapatkan dari 
rekonsiliasi fiskal lalu dikalikan dengan persentasi pajak sesuai dengan  peraturan 
perpajakan. 
3. Menghitung utang pajak, pajak yang masih harus dibayar. Jumlah ini didapatkan 
dengan memperhitungkan pajak yang dibayar di muka dan saldo utang pajak tahun 
sebelumnya. 
4. Menghitung pajak tangguhan dengan mempertimbangkan beda sementara(waktu) 







5. Menetapkan jumlah pajak tangguhan sebagai aktiva (kewajiban) pajak tangguhan 
dengan memperhitungkan jumlah aktiva (kewajiban) pajak tangguhan awal. 
Berdasarkan prosedur yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT Bumi 
Sarana Utama telah mengakui semua konsekuensi atas pajak di masa kini dan masa 
yang akan datang. Hal ini berarti bahwa jika prosedur ini dijalankan dengan benar, maka 
PT Bumi Sarana Utama telah menerapkan sepenuhnya PSAK No. 46 pada laporan 
keuangannya.  
 
4.2 Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT Bumi Sarana Utama 
4.2.1. Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan tahun 2009 
Berdasarkan tahapan prosedur yang dijabarkan sebelumnya, hal pertama yang 
harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Berikut ini disajikan prosedur penerapan pajak 
tangguhan PT. Bumi Sarana Utama yang disusun sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 46: 
Tabel 4.1 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2009 (Lampiran Hal. 49)  
 
a. Kompensasi rugi anak perusahaan, anak perusahaan yang mengalami rugi 
dikompensasikan ke laba perusahaan induk. Nilai ini mengurangi jumlah laba 
komersil. 
b. Representasi dan jamuan, berdaasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan, 
biaya jamuan tanpa daftar nominative dikategorikan sebagai non deductible 
expense (biaya yang tidak dapat dikurangkan). Oleh karena itu, biaya ini 
dikoreksi sebagai koreksi positif, menambah laba komersil sebesar Rp. 
724.133.355. 
c. Pendapatan bunga dan jasa giro, berdasarkan UU Pajak Penghasilan Tahun 
2008, pendapatan bunga bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, nilai 




d. Biaya yang tidak termasuk dalam biaya   untuk mendapatkan, menagih  dan 
memelihara penghasilan. Hal ini jelas tidak termaasuk biaya yang dapat 
dikurangkan. Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah biaya untuk 
kepentingan pribadi direksi. 
e. Untuk perbedaan penyusutan aset pembiayaan, hal ini termasuk beda temporer. 
Perbedaaan ini terjadi akibat pengakuan penyusutan yang dilakukan oleh 
perusahaan yang tidak diakui oleh pajak, meskipun di masa yang akan datang, 
apabila terjadi pemindahan kepemilikan, pajak akan mengakuinya. Oleh karena 
itu, perbedaan ini termasuk perbedaan temporer. 
f. Penyisihan piutang tidak diakui oleh pajak hingga dinyatakan bahwa piutang itu 
benar-benar tidak tertagih. Oleh karena itu, p[erbedaan akibat penyisihan piutang 
ini dikategorikan sebagai perbedaan waktu. 
g. Setelah laba fiskal didapatkan, kemudian dikalikan dengan persentasi pajak yaitu 
28%, maka taksiran pajak kini adalah Rp. 6.651.835.748 
Prosedur berikutnya adalah menghitung hutang pajak dan pajak yang masih 
harus dibayar. Yaitu sebagai berikut: 
Taksiran pajak kini 
  
       
6.651.835.748  
Dikurangi 
   Pajak dibayar dimuka: 
   
 pajak penghasilan pasal 25 
  
      
2.479.475.340  
 pajak penghasilan pasal 22 
  
           
425.361.623  
    
Jumlah 
  
      
3.746.998.785  
 saldo hutang pajak tahun 
sebelumnya    
  
0 
Hutang pajak pasal 29 
  
       
3.746.998.785  
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 
  












Pajak Penghasilan Pasal 23 51.878.533  
 
Pajak penghasilan Pasal 25 
  
       
7.076.390.433  
 
Pajak Penghasilan Pasal 29 
  
       
3.746.998.785  
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) 
  
                                 
-  
Pajak Pertambahan Nilai 
  
       
1.467.760.467  
    
Jumlah pajak yang Masih 
harus Dibayar   
    
12.489.700.397  
    
Langkah selanjutnya yaitu menghitung pajak tangguhan dengan 
mempertimbangkan beda sementara dari laba komersil dengan laba fiskal. Sesuai 
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 46 mengenai pajak tangguhan, 
beban pajak tangguhan didapatkan dengan mengalikan persentasi pajak dengan beda 
waktu. Oleh karena itu, beban pajak tangguhan didapatkan: 
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tahun 2009 = beda sementara tahun 2009 x 
persentasi tariff pajak badan. 
Diketahui: beda sementara tahun 2009 = 663.135.721 
       Persentasi tariff pajak  = 28% 
Jadi, beban pajak tangguhan tahun 2009 = 663.135.721 x 28% 
      = 185.678.002  
BEDA WAKTU 
   Penyusutan aset sewa 
pembiayaan 
  




                                 
-  
estimasi manfaat karyawan 
  
                                 
-  
Jumlah beda waktu 
  





BEBAN PAJAK TANGGUHAN 
  
        
(185.678.002) 













Berdasarkan perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan sesuai dengan 
prosedur penerapan PSAK No. 46, maka laporan keuangan PT. Bumi Sarana Utama 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Neraca Tahun 2009 ( Lampiran Hal. 50) 
Tabel 4.3 Lapaoran Laba Rugi Tahun 2009 ( Lampiran Hal. 52) 
Tabel 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2009 (Lampiran Hal. 53) 
 
4.2.2. Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan tahun 2010 
Berikut inidisajikan laporan keuangan yang disusun oleh PT Bumi Sarana 
Utama: 
 
Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Tahun 2010 (Lampiran Hal. 54) 
       
Tabel 4.6 Neraca Tahun 2010 (Lampiran Hal. 55) 
 
Berdasarkan tahapan prosedur yang dijabarkan sebelumnya, hal pertama yang 
harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Berikut ini disajikan prosedur penerapan 
pajak tangguhan PT. Bumi Sarana Utama yang disusun sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No. 46: 
Tabel 4.7 Perubahan Ekuitas Tahun 2010 (Lampiran Hal. 57) 
       
Tabel 4.8 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2010 (Lampiran Hal.58) 
 
a. Kompensasi rugi anak perusahaan, anak perusahaan yang mengalami rugi 







b. Representasi dan jamuan, berdaasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan, 
biaya jamuan tanpa daftar nominative dikategorikan sebagai non deductible 
expense (biaya yang tidak dapat dikurangkan). Oleh karena itu, biaya ini dikoreksi 
sebagai koreksi positif, menambah laba komersil sebesar Rp. 752.070.100. 
c. Pendapatan bunga dan jasa giro, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 
2008, pendapatan bunga bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, nilai 
pendapatan ini dikurangkan dari laba komersial sebesar Rp. 531.092.755. 
d. Biaya yang tidak termasuk dalam biaya   untuk mendapatkan, menagih  dan 
memelihara penghasilan. Hal ini jelas tidak termaasuk biaya yang dapat 
dikurangkan. Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah biaya untuk 
kepentingan pribadi direksi. 
e. Untuk perbedaan penyusutan aset pembiayaan, hal ini termasuk beda temporer. 
Perbedaaan ini terjadi akibat pengakuan penyusutan yang dilakukan oleh 
perusahaan yang tidak diakui oleh pajak, meskipun di masa yang akan datang, 
apabila terjadi pemindahan kepemilikan, pajak akan mengakuinya. Oleh karena itu, 
perbedaan ini termasuk perbedaan temporer. 
f. Penyisihan piutang tidak diakui oleh pajak hingga dinyatakan bahwa piutang itu 
benar-benar tidak tertagih. Oleh karena itu, p[erbedaan akibat penyisihan piutang 
ini dikategorikan sebagai perbedaan waktu. 
g. Setelah laba fiskal didapatkan, kemudian dikalikan dengan persentasi pajak yaitu 
25%, maka taksiran pajak kini adalah Rp. 9.655.837.328 
Prosedur berikutnya adalah menghitung hutang pajak dan pajak yang masih 
harus dibayar. Yaitu sebagai berikut: 
taksiran pajak 
 
     
9.655.837.329  
Dikurangi 
  pajak dibayar dimuka: 














Pajak Penghasilan Pasal 25 3.951.539.264  
 Pajak Penghasilan Pasal 22 
 
     
2.545.676.946  
   
Jumlah 
 
    
3.158.621.119  




    
1.983.677.345  
Hutanag pajak Pasal 29 
 
     
5.142.298.464  
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 
 
         
215.284.758  
Pajak Penghasilan Pasal 23 
 
                 
433.509  
Pajak penghasilan Pasal 25 
  
Pajak Penghasilan Pasal 29 
 
    
5.142.298.464  
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) 
 
           
32.107.490  
Pajak Pertambahan Nilai 
 
     
1.969.764.540  
   
Jumlah pajak yang Masih 
harus Dibayar  
    
7.359.888.761  
   
Langkah selanjutnya yaitu menghitung pajak tangguhan dengan 
mempertimbangkan beda sementara dari laba komersil dengan laba fiskal. Sesuai 
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 46 mengenai pajak tangguhan, 
beban pajak tangguhan didapatkan dengan mengalikan persentasi pajak dengan beda 
waktu. Oleh karena itu, beban pajak tangguhan didapatkan: 
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tahun 2010 = beda sementara tahun 2010 x 
persentasi tariff pajak badan. 
Diketahui: beda sementara tahun 2009 = 2.287.965.331 
       Persentasi tariff pajak  = 25% 
Jadi, beban pajak tangguhan tahun 2009 = 2.287.965.331 x 25% 









Penyusutan aset sewa 
pembiayaan 
 




     
2.373.687.135  
estimasi manfaat karyawan 
 
                               
-  
Jumlah beda waktu 
 





BEBAN PAJAK TANGGUHAN 
 
         
571.991.333  
Saldo awal Aktiva 








Berdasarkan perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan sesuai dengan 
prosedur penerapan PSAK No. 46, maka laporan keuangan PT Bumi Sarana Utama 
harus disesuaikan. Pada laporan keuangan PT Bumi Sarana Utama, diketahui bahwa 
penyisihan piutang diakui sebagai beda tetap, oleh karena itu aktiva pajak tangguhan 
yang diakui hanya sebesar Rp. 21.430.451. maka jurnal penyesuaian yang harus 
dilakukan adalah: 
Jurnal Penyesuaian 
 Aktiva pajak Tangguhan 
 
  Rp  550.560.881,75 
       
           Beban Pajak Tangguhan 
  

















PT Bumi Sarana Utama merupakan salah satu perusahaan yang telah 
menerapkan PSAK No. 46 dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada laporan neraca 
perusahaan. Prosedur penerapan PSAK No. 46 yang dimiliki oleh perusahaan telah 
memperhitungkan konsekuensi pajak terhadap pelaporan keuangan. 
PT Bumi Sarana Utama pada tahun 2009 telah mengakui adanya aktiva pajak 
tangguhan akibat perbedaan temporer antara perhitungan perusahaan dengan 
peraturan perpajakan. Berdasarkan prosedur yang dimiliki perusahaan, maka 
didapatkan Rp. 185.678.002 beban pajak tangguhan. Akibat adanya saldo awal aktiva 
pajak tangguhan sebesar Rp. 152.918.482 maka saldo kewajiban pajak tangguhan per 
31 Desember 2009 adalah Rp. 32.759.520. 
Pada tahun 2010, perusahaan kembali menerapkan prosedur pengakuan PSAK 
No. 46, namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka terdapat kesalahan 
besaran pengakuan aktiva pajak tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan. 
Kesalahan ini terjadi akibat pengakuan penyisihan piutang perusahaan sebagai 











Penyisihan piutang harus diakui sebagai perbedaan temporer karena di masa 
yang akan datang jika piutang tersebut benar-benar tidak dapat tertagih, maka beban ini 
dapat diakui oleh pajak. Perusahaan mengakui besar pajak tangguhan sebesar Rp. 
21.430.451, sedangkan perhitungan berdasarkan prosedur penerapan PSAK No. 46 
didapatkan nilai pajak tangguhan sebesar Rp. 571.991.333. oleh karena itu perlu 
dilakukan jurnal penyesuaian sebesar selisih pengakuan pajak tangguhan yaitu sebesar 
Rp  550.560.881,75 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk: 
1. Melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mengikuti prosedur pengakuan 
PSAK No. 46; 
2. Untuk selanjutnya, perusahaan harus benar-benar memperhatikan setiap 
perbedaan pengakuan antara pihak fiskus berdasarkan peraturan perpajakan 




















Agoes, Sukrisno. 2008. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. 
Bohari. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 
 
Diana, Anastasia. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi 
 
Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2000 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir 
Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 
 
Gunadi. 1997. Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo. 
______, 2002. Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan. 
Jakarta: Salemba Empat. 
_______. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo. 
Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2002. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: 
Salemba Empat. 
 
Harahap, Sofyan S. 2006. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: 
Grasindo 
 
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba 
Empat. 
 
Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
 
Pardiat. 2007. Akuntansi Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media. 
 
Rahayu, Siti Kurnia. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 
Suandy, Erly. 2003. Perencanaan pajak. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 
______, 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.  





































Nama      : Gina Febrianti 
Tempat, Tanggal Lahir  : Leppangeng, 8 Februari 1990 
Jenis Kelamin    : Perempuan 
Nomor HP    : 085242536851 
Alamat Email    : Ginafebrianty90@gmail.com 
 
Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
 Tk PGRI Lappariaja (Tamat tahun 1996) 
 SD Inpres 10/73 Patangkai (Tamat tahun 2002) 
 SMP Negeri 1 Lappariaja (Tamat tahun 2005) 
 SMA Negeri 1 Makassar (Tamat tahun 2008) 
 Universitas Hasanuddin Makassar (Tamat tahun 2014). 








1. Organisasi  
 Anggota Pramuka SD Inpres 10/73 Patangkai 
 Anggota Pramuka SMP Negeri 1 Lappariaja 
 Anggota PMR SMP Negeri 1 Lappariaja 
2. Kerja 
    - 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 

























Tabel 4.1  
LAPORAN KOREKSI FISKAL 
PT BUMI SARANA UTAMA 
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 
    Laba komersil 
 
    61.967.546.518  
Koreksi Positif 
  Kompensasi Rugi anak 
perusahaan A   (39.999.177.046) 
BEDA TETAP 
  Representasi dan jamuan B            724.133.355  
Pendapatan bunga dan jasa 
giro C         (403.654.064) 
biaya yang tidak masuk biaya   
untuk mendapatkan, menagih  





       2.130.843.202  
   BEDA WAKTU 
  Penyusutan aset sewa 
pembiayaan E         (663.135.721) 
Penyisihan Piutang F                                  -  
estimasi manfaat karyawan 
 
                                 -  
   jumlah koreksi positif 
 
  (38.210.990.274) 
Laba Fiskal 
 
     23.756.556.244  
Persentasi pajak 28% 











PT BUMI SARANA UTAMA 
Per 31 Desember 2009 
  ASET 
 Aset Lancar 
 Kas dan setara kas 30.571.524.733 
Piutang usaha 81.301.063.530 
Piutang lain-lain 1.517.287.343 
Piutang hubungan istimewa 20.120.861.393 
Persediaan 12.563.044.600 
Biaya dibayar dimuka  1.088.216.706 
  Jumlah Aset Lancar 147.162.000.305 
  Aset Tidak Lancar 
 
  Investasi 100.482.602.681 
Aset tetap   35.643.352.285 
Aset pajak tangguhan 
 Aset lain-lain 1.807.609.895 
  Jumlah Aset Tidak Lancar 137.933.564.860 
  JUMLAH ASET 285.095.565.165 
  KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
 
  Kewajiban Lancar 
 
  Hutang usaha 842.976.947 
Hutang hubungan istimewa 6.948.287.613 
Uang muka penjualan 1.077.654.039 
Pajak masih harus dibayar 12.489.700.398 
Biaya masih harus dibayar 17.573.869.405 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo  
dalam satu tahun  
Hutang bank 47.952.363.586 
Hutang sewa pembiayaan 115.222.428 
  Jumlah kewajiban Lancar 87.000.074.416 









Kewajiban pajak tangguhan 32.759.519 
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yg 
jatuh tempo dalam satu tahun 
 Hutang bank 23.215.000.000 
Hutang sewa pembiayaan 1.843.950.481 
kewajiban manfaat kesejahteraan karyawan 383.345.531 
  Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 25.475.055.531 
  Ekuitas 
 
  Modal saham 
 Modal dasar terdiri 20.000 lembar nominal @ Rp 
1.000.000 ditemptkan dan disetor penuh 10.000 
saham 10.000.000.000 
Tambahan modal disetor 
 Saldo laba pada akhir periode 162.620.435.218 
  Jumlah Ekuitas 172.620.435.218 





















LAPORAN LABA RUGI 
PT BUMI SARANA UTAMA 
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 
   
   PENDAPATAN BERSIH 
 
316.635.271.761 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 
 
235.447.494.283 
   LABA KOTOR 
 
81.187.777.479 
   
BEBAN OPERSIONAL 
  
   Beban penjualan 
 
43.110.576.453 
Beban administrasi dan umum 
 
8.706.281.585 
   JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 
 
51.816.858.038 
   LABA (RUGI) OPERASIONAL 
 
29.370.919.440 
   PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
  






   JUMLAN PENDAPATAN (BEBAN ) LAIN-LAIN 
 
32.596.627.077 




   TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 
  






   JUMLAH TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 
 
(6.837.513.750) 












LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
PT BUMI SARANA UTAMA 
31/12/2009 
   MODAL DISETOR 





   SALDO AKHIR 
 
10.000.000.000 
   Tambahan modal disetor 
  
   SALDO LABA (RUGI) 
  
   Saldo laba pada awal periode 
 
107.318.487.210 
Koreksi saldo awal 
 
171.915.241 
Laba (rugi) bersih tahun berjalan 
 
55.130.032.768 
   SALDO LABA AKHIR PERIODE 
 
162.620.435.218 























PT BUMI SARANA UTAMA 
LAPORAN LABA RUGI 
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 
   
   PENDAPATAN BERSIH 
 
322.414.390.532 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 
 
243.094.176.474 
   LABA KOTOR 
 
79.320.214.058 
   BEBAN OPERSIONAL 
  
   Beban penjualan 
 
29.479.025.518 
Beban administrasi dan umum 
 
3.680.424.559 
   JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 
 
33.159.450.077 
   LABA (RUGI) OPERASIONAL 
 
46.160.763.981 
   PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
  






   JUMLAN PENDAPATAN (BEBAN ) LAIN-LAIN 
 
(17.737.744.189) 




   TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 
  






   JUMLAH TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 
 
(9.634.406.877) 











Tabel 4.6  
 
NERACA 
PT BUMI SARANA UTAMA 
Per 31 Desember 2010 
  ASET 
 Aset Lancar 
 Kas dan setara kas 20.971.910.085 
Piutang usaha 93.346.969.426 
Piutang lain-lain 398.752.000 
Piutang hubungan istimewa 89.949.102.598 
Persediaan 15.841.129.242 
Biaya dibayar dimuka  367.559.702 
  Jumlah Aset Lancar 220.875.423.053 
  Aset Tidak Lancar 
 
  Investasi 118.913.944.371 
Aset tetap   46.158.091.988 
Aset pajak tangguhan 21.430.451 
Aset lain-lain 1.604.701.366 
  Jumlah Aset Tidak Lancar 166.698.168.176 
  JUMLAH ASET 387.573.591.230 
  KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
 
  Kewajiban Lancar 
 
  Hutang usaha 15.711.703.425 
Hutang hubungan istimewa 10.293.377.626 
Uang muka penjualan 33.000.000 
Pajak masih harus dibayar 7.359.888.761 
Biaya masih harus dibayar 1.903.574.599 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo  
dalam satu tahun  
Hutang bank 47.752.419.746 
Hutang sewa pembiayaan 1.036.590.907 














Kewajiban Tidak Lancar 
 
  Kewajiban pajak tangguhan 
 Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yg 
jatuh tempo dalam satu tahun 
 Hutang bank 18.115.000.000 
Hutang sewa pembiayaan 3.679.566.003 
kewajiban manfaat kesejahteraan karyawan 279.422.031 
  Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 22.073.988.034 
  Ekuitas 
 
  Modal saham 
 Modal dasar terdiri 20.000 lembar nominal @ Rp 
1.000.000 ditemptkan dan disetor penuh 10.000 
saham 10.000.000.000 
Tambahan modal disetor 90.000.000.000 
Saldo laba pada akhir periode 181.409.048.132 
  Jumlah Ekuitas 281.409.048.132 



















LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
PT BUMI SARANA UTAMA 
31/12/2010 
   MODAL DISETOR 





   SALDO AKHIR 
 
10.000.000.000 
   Tambahan modal disetor 
 
90.000.000.000 
   SALDO LABA (RUGI) 
  
   Saldo laba pada awal periode 
 
162.620.435.218 
Koreksi saldo awal 
  
Laba (rugi) bersih tahun berjalan 
 
         
19.339.173.797  
   
SALDO LABA AKHIR PERIODE 
 
       
181.959.609.015  
   
JUMLAH EKUITAS 
 



















LAPORAN KOREKSI FISKAL 
PT BUMI SARANA UTAMA 














Representasi dan jamuan b 
        
752.070.100  
Pendapatan bunga dan jasa 
giro c 
       
(531.092.755) 
biaya yang tidak masuk biaya   
untuk mendapatkan, menagih  






   BEDA WAKTU 
  Penyusutan aset sewa 
pembiayaan e 
        
(85.721.804) 
Penyisihan Piutang f 
     
2.373.687.135  
estimasi manfaat karyawan 
 
                               
-  
   

















Taksiran Pajak Kini g 9.655.837.328 
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